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ABSTRACT 

 

Hak Guna Usaha (HGU) of PT The Bantam & Preanger Rubber Co. Ltd. 

has expired since 2002 and in line with the valid regulation that the expired HGU 

may be renewable by the right holder for the similar land. Unfortunately, the 

conflict emerges in the way of the process of HGU renewal that still underway in 

2005 when there is a declination from any society in the proximity of the estate. 

The aiming of such research is that to expound some factors causing any 

declination of the HGU renewal and the things that causing hte conflict happens in 

Lebak District and trying to depict the role of Regional Office BPN of Banten 

propince in overcoming of the declination. 

The method of research used is that the qualitative one with descriptive 

approach. Technic of informan determination by using purposive sampling. 

Hence, the result of research would be reflecting the fact what really happen in the 

field from the angle of participant so that reader may understand clearly about 

what the problem is. 

The result of research inflicts that the factors in declination of the HGU 

renewal of PT. Bantam & Preanger Rubber Co. Ltd. in Lebak Region caused 

especially by (1) Interaction of the parties when the company is regarded not to 

give any benefit and welfare as well; (2) Interaction of land ownership is that 

when misinterpretation among the parties regarding the expired HGU; (3) That 

various interest over the parties occured when the company doesn’t use the land at 

the optimum level causing illegal ocupation from the proximity of the society.. 

The role of the BPN Office of Banten Province in handling and overcoming the 

conflict of HGU renewal declining  of PT. The Bantam & Preanger Rubber Co. 

Ltd. that covering the aspects (1) Responsively acts to the denouncing over the 

parties who decline to the process of HGU renewal of        PT. The Bantam & 

Preanger Rubber Co. Ltd. by inviting and conveying audience meeting; (2) 

Establish any team in handling and solving the land problem that potentially risky 

for the strategic conflict to occur inacted in Stipulation Letter No.15/KEP-

36/X/2012 dated 2 October 2012; (3) Acting as facilitator by doing a serries of 

mediation among the parties in conflict. 

 

Keywords: Conflict, HGU, land tenure. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Hak Guna Usaha atau lebih dikenal sebutan HGU tidak bisa dilepaskan 

dari sejarah perkembangan kolonialisme dan kapitalisme di Indonesia. Berawal 

dari pemerintah kolonial Belanda yang mulai memberikan kebebasan kepada 

pihak swasta untuk mengelola kegiatan ekonomi di Indonesia. Hal tersebut 

dikenal dengan istilah Politik Pintu Terbuka. Agar memudahkan pelaksanaan 

Politik Pintu Terbuka di bidang pertanahan, pada tahun 1870 ditetapkan Undang-

Undang Agraria (Agrariche Wet). Isu terpenting dalam UU Agraria 1870 adalah 

pemberian hak erfpacht. Menurut Pasal 720 dan 721 KUUHPdt, hak erfpacht 

merupakan hak kebendaan yang memberikan kewenangan paling luas kepada 

pemegang haknya untuk menikmati sepenuhnya akan kegunaan tanah pihak lain. 

Selain itu, hak erfpacht dapat dibebani hypotheek serta dapat diberikan jangka 

waktu selama 75 tahun. Dengan adanya hak erfpacht, pengusaha swasta telah 

memperoleh jaminan hukum untuk mengembangkan usaha di bidang perkebunan 

besar (Harsono 2008, 38). Hak erfpacht kemudian menjadi cikal bakal lahirnya 

HGU di Indonesia. 

HGU diatur dalam Pasal 28-34 Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang 

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA). Ketentuan 

yang terdapat dalam Pasal 28-34 kemudian dijabarkan dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna 

Bangunan, dan Hak Pakai atas Tanah. Pasal 29 dan 30 UUPA menyebutkan 

bahwa HGU diberikan untuk jangka waktu paling lama 25 tahun dan apabila 

perusahaan memerlukan waktu lebih lama lagi, maka HGU dapat diberikan waktu 

paling lama 35 tahun. Sejauh ini, HGU adalah hak untuk menguasai lahan yang 

relatif mudah diperoleh oleh pelaku usaha dengan sejumlah modal tertentu. 

Dengan mekanisme prosedural yang relatif mudah mereka akses, para pemilik 

modal ini akan segera dengan resmi menikmati hak untuk menguasai lahan dalam 

kurun waktu yang panjang (Salim dkk. 2013, 3). 
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Pemegang HGU wajib melakukan kemitraan yang saling 

menguntungkan, saling bertanggung jawab, saling memperkuat dan saling 

ketergantungan dengan pekebun, karyawan, dan masyarakat sekitar. Hal tersebut 

tertuang dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. 

Kemitraan tersebut dapat berupa kerja sama penyediaan sarana produksi, 

pengelolaan dan pemasaran, transportasi, kerja sama operasional, kepemilikan 

saham, dan jasa pendukung lainnya. Kemitraan tersebut kemudian diperkuat 

dengan dikeluarkannya Peraturan  Menteri Pertanian  No. 98 Tahun 2013 tentang 

Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan bahwa perusahaan wajib mengadakan 

usaha produktif bagi masyarakat serta pengadaan kebun plasma sebesar 20% dari 

total lahan yang dikelola kepada masyarakat. 

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, di antaranya dengan 

mengeluarkan Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan 

Peraturan Menteri Pertanian No. 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan 

Usaha Perkebunan, seharusnya memberikan efek positif terhadap masyarakat 

sekitar sehingga terciptanya simbiosis mutualisme. Pihak perusahaan pemegang 

HGU mendapat keuntungan dalam menjalankan usahanya, dan masyarakat sekitar 

diuntungkan dengan tersedianya akses, lapangan pekerjaan, dan jasa-jasa lainnya 

guna memperbaiki kondisi perekonomiannya. Namun kenyataannya dewasa ini, 

banyak konflik yang melibatkan pemegang HGU dan masyarakat. Sebagian besar 

konflik tersebut mempersoalkan mengenai penguasaan tanah yang berujung 

kepada penolakan, baik perpanjangan maupun pembaharuan HGU. Hal tersebut 

dapat dilihat dari penolakan Masyarakat Desa Gunung Anten, Jayasari, Lebak 

Parahiyang, dan Wantisari Kabupaten Lebak Provinsi Banten terhadap proses 

pembaharuan Hak Guna Usaha PT. The Bantam & Preanger Rubber Co. Ltd.. 

PT. The Bantam & Preanger Rubber Co. Ltd. merupakan perusahaan 

perkebunan internasional yang bergerak di bidang perkebunan karet dan telah 

memperoleh Sertipikat HGU sejak tahun 1994. Perusahaan tersebut berlokasi di 5 

(lima) desa yang berada di 2 (dua) kecamatan berbeda yakni Desa Cimarga 

Kecamatan Cimarga, Desa Mekarjaya Kecamatan Cimarga, Desa Gununganten 
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Kecamatan Cimarga, Desa Lebak Parahiyang Kecamatan Leuwidamar, dan Desa 

Wantisari Kecamatan Leuwidamar yang memiliki total luas 1.101.36 Ha. 

HGU PT. The Bantam & Preanger Rubber Co. Ltd. telah berakhir pada 

tahun 2002 dan sesuai yang tertera pada Pasal 26 Peraturan Menteri Negara 

Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara 

Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan bahwa 

sesudah jangka waktu HGU dan perpanjangannya berakhir kepada pemegang hak 

dapat diberikan pembaharuan HGU di atas tanah yang sama.  

Permasalahan mulai meruncing ketika ada anggapan masyarakat bahwa 

saat jangka waktu HGU telah berakhir, pengelolaan tanah bekas HGU diserahkan 

kepada masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, banyak masyarakat mulai 

menggarap lahan di areal perkebunan. Garapan masyarakat semakin meluas ketika 

ada pembiaran dari pihak perusahaan. Berdasarkan informasi yang penulis peroleh 

melalui wawancara singkat dengan Bapak Saiman, karyawan PT. The Bantam & 

Preanger Rubber Co. Ltd., alasan pembiaran tersebut karena adanya perubahan 

jajaran direksi yang signifikan di dalam perusahaan PT. The Bantam & Preanger 

Rubber Co. Ltd. dan karena itu pula proses perpanjangan HGU tidak dilakukan.  

Konflik mulai timbul ketika PT. The Bantam & Preanger Rubber Co. Ltd. 

mengajukan Pembaharuan Hak pada tahun 2005 terdapat upaya penolakan dari 

masyarakat sekitar perkebunan. 

Upaya penolakan yang dilakukan oleh masyarakat dilakukan dengan cara 

menggelar aksi demontrasi di Kantor Pemerintah Daerah, unjuk rasa di Istana 

Negara dan menduduki lahan perusahaan yang mereka anggap diterlantarkan. 

Masyarakat menuntut agar Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak tidak 

memberikan rekomendasi terhadap pembaharuan hak yang diajukan oleh          

PT. The Bantam & Preanger Rubber Co. Ltd.. Perusahaan mulai melakukan 

perlawanan dengan mempidanakan para petani yang menggarap di areal 

perkebunan. Hal tersebut dapat dibuktikan oleh Putusan Pengadilan Negeri 

Rangkasbitung No. 120/PID.B/2011/PN.RKB yang menjatuhkan hukuman 

kepada Tope bin Armadi salah satu petani penggarap dengan dakwaan telah 
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sengaja menimbulkan kebakaran dan atau pengerusakan yang dilakukan secara 

bersama-sama terhadap lahan milik perkebunan.  

Konflik antara masyarakat sekitar dengan PT. The Bantam & Preanger 

Rubber Co. Ltd. berpengaruh terhadap proses permohonan pembaharuan HGU 

perusahaan tersebut. Sejak tahun 2005 hingga sekarang, proses tersebut belum 

juga membuahkan hasil karena tidak adanya kesepakatan antara masyarakat dan 

perusahaan. Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak tidak tinggal diam menghadapi 

konflik ini. Dalam berbagai kesempatan, upaya-upaya terus dilakukan untuk 

menyudahi konflik ini. Seperti di kutip dalam surat kabar TopTime Edisi 10 April 

2017, Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak pernah bermohon dan melakukan 

dengar pendapat kepada Komisi IV DPR RI beserta instansi terkatit dalam rangka 

membahas rencana pelepasan lahan HGU milik BUMN atau swasta yang 

berlokasi di Kabupaten Lebak. Selain itu Pemda setempat juga pernah melakukan 

pertemuan dengan perusahaan terkait konflik ini, namun langkah-langkah tersebut 

belum membuahkan hasil. Hal tersebut tentunya menjadi pekerjaan rumah 

tersendiri bagi Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) 

Provinsi Banten dalam menyelesaikan konflik tersebut. 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka peneliti akan melakukan 

penelitian dengan judul “Konflik Pembaharuan Hak Guna Usaha                 

PT. The Bantam & Preanger Rubber Co. Ltd. di Kabupaten Lebak Provinsi 

Banten”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut di atas, peneliti 

merumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penolakan pembaharuan Hak 

Guna Usaha PT. The Bantam & Preanger Rubber Co. Ltd.? 

2. Apa peran Kanwil BPN Provinsi Banten dalam mengatasi penolakan 

pembaharuan Hak Guna Usaha PT. The Bantam & Preanger Rubber Co. Ltd.? 
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C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Penelitian ini bertujuan untuk: 

a. Menjelaskan faktor-faktor penyebab terjadinya penolakan pembaharuan 

Hak Guna Usaha yang menjadi konflik di Kabupaten Lebak. 

b. Menggambarkan peran Kanwil BPN Provinsi Banten dalam mengatasi dan 

memberikan solusi terhadap penolakan pembaharuan Hak Guna Usaha 

yang menjadi konflik di Kabupaten Lebak. 

 

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa: 

a. Manfaat praktis, yaitu menjadi bahan masukan bagi Kementerian 

ATR/BPN khususnya Kanwil BPN Provinsi Banten untuk menentukan 

kebijakan dalam menyelesaikan konflik pertanahan yang terjadi antara 

masyarakat di sekitar areal perkebunan dengan perusahaannya. 

b. Manfaat teoretis, yaitu menambah kajian dalam pengembangan ilmu 

pengetahuan di bidang pertanahan khususnya penyebab dan kebijakan 

penyelesaian konflik pertanahan yang berkaitan dengan hajat hidup 

orang banyak. 
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BAB VII 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian dari Bab IV sampai dengan Bab VI maka dapat 

disimpulkan beberapa hal mengenai konflik pembaharuan HGU                                 

PT. The Bantam & Preanger Rubber Co. Ltd. di Kabupaten Lebak Provinsi 

Banten, sebagai berikut: 

1. Faktor penyebab penolakan pembaharuan Hak PT. The Bantam & Preanger 

Rubber Co. Ltd. di Kabupaten Lebak disebabkan oleh: 

a. Interaksi Para Pihak, ketika perusahaan dianggap tidak memberikan 

kesejahteraan kepada masyarakat; 

b. Interpretasi Kepemilikan Tanah, ketika adanya perbedaan interpretasi 

para pihak terhadap HGU dengan jangka waktu yang telah berakhir; 

c. Lintas Kepentingan, ketika perusahaan tidak optimal dalam menggunakan 

lahan yang menyebabkan okupasi dari masyarakat sekitar. 

2. Peran Kanwil BPN Provinsi Banten dalam mengatasi penolakan 

pembaharuan HGU PT. The Bantam & Preanger Rubber Co. Ltd., meliputi: 

a. Respon Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten, berupa: 

(1) Menanggapi aduan-aduan dari pihak yang melakukan penolakan 

terhadap pembaharuan HGU PT. The Bantam & Preanger Rubber  

Co. Ltd. dengan mengundang dan mengadakan audiensi di        

Kanwil BPN Provinsi Banten; 

(2)  Membentuk Tim Penanganan dan Penyelesaian Permasalahan Tanah 

yang berpotensi Konflik Strategis yang dituangkan dalam Surat 

Keputusan No. 15/KEP-36/X/2012 tanggal 2 Oktober 2012.  

b. Bertindak sebagai fasilitator dengan mengadakan serangkaian mediasi 

antarpihak yang terlibat dalam konflik pembaharuan HGU                                 

PT. The Bantam & Preanger Rubber Co. Ltd. di Kabupaten Lebak 

Provinsi Banten. 
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B. Saran 

1. Kanwil BPN Provinsi Banten perlu memerintahkan kepada PT. The Bantam 

& Preanger Rubber Co. Ltd. untuk melepaskan 20% dari total lahan yang 

dikuasai sesuai yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata 

Ruang/Badan Pertanahan Nasional No.7 Tahun 2017 tentang Pengaturan dan 

Tata Cara Penetapan Hak Guna Usaha, atau langsung bertindak tegas dengan 

menetapkan sebagai tanah terlantar dengan ketentuan sesuai dengan    

Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan 

Pendayagunaan Tanah Terlantar untuk dijadikan sebagai tanah objek 

Reforma Agraria sehingga nantinya tanah yang dilepaskan tersebut dapat 

memberikan kesejahteraan terhadap masyarakat sekitar. 

2. Perlu dilakukan mediasi lebih lanjut antara para pihak yang terlibat dengan 

fasilitator Kanwil BPN Provinsi Banten. 

3. Kanwil BPN Provinsi Banten perlu mempertimbangkan penguasaan tanah 

masyarakat di areal perkebunan sebelum izin pembaharuan HGU PT. The 

Bantam & Preanger Rubber Co. Ltd. diberikan. 
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